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Abstract  

This article describes about relations between Local Political Party and 

National Political Party. To answer those questions, writer uses 

comparative political approach, using Germany as comparative 

country. The discussion will begin with the lack of coordination and 

communication between two institutions, thus causing differences in 

understanding in seeing the regulations in Aceh Province. There are 

questions regarding the mechanism of fulfilling public position in 

democratic countries. The main question is how local party and 

national party can deal with prominent position, is it pointed or elected 

by party mechanism? This article will explore this main problem, 

including to fulfil public positions. In Indonesian, not all public 

positions regulated by regulations, chiefly in provincials’ level.  

Keywords: Public Positions, National Political Party, Local Political 

Party 

Abstrak  

Tulisan ini akan menguraikan relasi Partai Politik Lokal dan Partai 

Politik Nasional. Penulis akan menggunakan pendekatan perbandi-

ngan politik, dengan negara Jerman sebagai salah satu pilihannya. 

Diskusi akan diawali dari minimnya koordinasi dan komunikasi dua 

institusi tersebut sehingga menyebabkan perbedaan pemahaman 

dalam melihat regulasi di Provinsi Aceh. Relasi keduanya juga terlihat 

dalam distribusi jabatan publik. Ada berbagai pertanyaan umum 

tentang mekanisme pengisian jabatan publik dalam suatu negara 

demokrasi. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana partai lokal dan 

partai nasional bersepakat untuk posisi jabatan publik tersebut, 

apakah langsung ditunjuk oleh mekanisme internal partai? Tulisan ini 

secara sederhana akan membahas permasalahan pengisian jabatan 

publik tersebut. Di Indonesia, pemilihan dan penunjukan pejabat 

publik tidak semua punya regulasinya, apalagi pada tingkat provinsi. 

Kata kunci: Jabatan Publik, Partai Politik Nasional, Partai Politik 

Lokal 
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Pendahuluan 

Indikator atau tolak ukur sesuatu bisa dikatakan ideal atau 

tidak ideal sifatnya sangat relatif, karena ini menyangkut 

penghakiman tentang nilai (value judgment), yang sangat ber-

beda antara satu negara, tempat, masyarakat dan lain sebagai-

nya (Rudner, 1953: 1-6). Bisa saja definisi hubungan ideal antar 

partai politik (parpol) dalam sistem konstitusi Indonesia dan 

Jerman dapat sama, tetapi juga bisa berbeda dan bertolak 

belakang (Schlosser, 2016: 45). Hal ini karena tolak ukur dari 

kata ideal itu mempunyai makna beragam.  

Namun demikian, penulis akan mencoba memaparkan 

secara sederhana tentang hubungan antar Partai Politik, da-

lam sistem perpolitikan negara-negara yang telah lebih dahulu 

menerapkan sistem parpol nasional dan lokal. Sehingga nanti-

nya akan tergambar pola kerjasama yang bisa saja dikatakan 

ideal menurut pandangan penulis, dengan memakai tolak ukur 

law as a tool of political engineering (hukum sebagai alat reka-

yasa kehidupan perpolitikan), bukan sebaliknya politics as a 

tool of law engineering (politik sebagai alat rekayasa hukum) 

(Ziegenhain, 2016: 51). Dalam pendekatan ini, sekuat apapun 

suatu partai politik, harus secara sukarela menundukkan diri-

nya dengan suatu konsensus hukum yang telah disepakati ber-

sama. Konsensus ini dapat berupa konstitusi atau regulasi lain-

nya yang telah menjadi hukum positif (Hindman, 2017: 17-35). 

Legalitas keberadaan partai politik lokal di Indonesia dia-

tur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2011 Tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Undang-undang 

(UU) ini lahir dari suatu proses negosiasi panjang setelah kon-

flik berkepanjangan di Aceh. Mengingat norma-norma tentang 

Partai Politik Lokal (Parlok) yang diatur dalam UU PA masih 

sangat umum, maka dibutuhkan peraturan pelaksana untuk 

menjabarkan dan menafsirkan norma-norma tersebut secara 

implementatif. Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan 

pelaksana dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Repub-
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lik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik 

Lokal di Aceh (PP Parlok) (Hamid, 2008: 13) 

PP Parlok tersebut terindikasi dibuat dalam keterbatasan 

waktu (hanya terdiri dari 22 Pasal), khususnya untuk meng-

akomodir kegiatan Parlok yang saat ini ingin segera mengikuti 

pemilu. Karena minimnya kajian akademik berupa riset atau 

kajian-kajian lainnya, serta dinamika politik Indonesia yang 

berlangsung sangat cepat, menimbulkan masalah-masalah sub-

stansial yang tidak diatur dalam PP Parlok tersebut. Permasa-

lahan Parlok tersebut diantaranya keuangan, manajemen kon-

flik internal, pengawasan partai, manajemen hubungan ekster-

nal antara Parlok dan Partai Politik Nasional (Parnas), dan 

lain sebagainya (Hadiz, 2004: 615-636). 

Mengingat kompleksitas permasalahan Parlok, dalam arti-

kel ini penulis hanya akan membahas topik yang berkenaan 

dengan hubungan ideal antara Parpol Nasional dengan partai 

Politik Lokal dan pemerintah dalam pengisian jabatan publik. 

Adapun materi yang akan di diskusikan adalah; 1) Bagaimana 

hubungan Ideal Parlok dan Parnas? (2) Bagaimana pengisian 

jabatan publik diantara kepentingan parpol koalisi dan kepen-

tingan rakyat? (3) Bagaimana pengalaman parpol lokal di Jer-

man? Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan pende-

katan black-letter law (tekstual hukum) (Salter, 2007: 44) yang 

dipadukan dengan critical analysis (analisis kritis) dan compa-

rative political approach (pendekatan perbandingan politik) (F.-

Ross, 2014: 34), dengan menjadikan Jerman sebagai negara 

pembanding. 

Hubungan Ideal Parlok dan Parnas 

Sebagai parpol yang lahir di tingkat provinsi, Parlok lebih 

mempunyai ikatan emosional dengan para pemilihnya diban-

dingkan dengan Partai Nasional. Dalam kajian sosiologi politik, 

ikatan kekerabatan diantara kelompok pemilih sangat erat 

dengan Parlok. Secara personal, pemilih sudah lebih mengenal 

dari dekat para utusannya di parlemen daerah. Oleh karena 
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itu, Parlok terasa lebih dekat dengan pemilihnya dibanding 

dengan Parnas.  

Akan tetapi Parlok tidak dengan mudah dapat menjalankan 

program-program yang terdapat dalam Nawacita Parlok. Hal 

ini disebabkan oleh keterbatasan ruang gerak politik dari 

Parlok yang tidak bisa berakselerasi di tingkat nasional. Keter-

batasan ini terlihat dalam hal penganggaran, konsultasi ting-

kat nasional, penyusunan dan pengesahan regulasi, pencalonan 

gubernur/bupati/walikota, dan lain sebagainya. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu keharmonisan politik diantara para Parlok 

dan Parnas dalam satu hubungan ideal (Driyartana, 2010: 1-

10). 

Salah satu contoh nyata perlunya hubungan ideal antara 

Parlok dan Parnas seperti halnya dalam proses Qanun Aceh 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera Dan Lambang Aceh. 

Qanun ini kemudian menuai banyak protes terutama dari 

pemerintah pusat, karena bendera dan lambang tersebut meng-

gunakan simbol gerakan separatis Aceh, yaitu Gerakan Aceh 

Merdeka (GAM) dahulu (Fahrimal, 2016: 270-280). Maka untuk 

itu, akan dilihat posisi Qanun yang memuat bendera dan 

lambang Aceh ini menurut peraturan perundang-undangan di 

atasnya, Sebagaimana disebutkan di awal, Qanun memiliki 

kekuatan hukum seperti Perda, dan tentu tidak boleh melang-

gar peraturan perundang-undangan di atasnya (Dini, 2016: 96-

119).  

Dalam pasal 1 ayat (11) Qanun Aceh No. 3 tahun 2013, 

disebutkan bahwa bendera Aceh adalah salah satu simbol pe-

mersatu masyarakat Aceh yang mencerminkan keistimewaan 

dan kekhususan Aceh. Sedangkan dasar pembentukan Qanun,  

menurut UU No. 11 Tahun 2006 dalam pasal 246 ayat (2), bah-

wa selain bendera merah putih, pemerintah Aceh dapat menen-

tukan dan memutuskan bendera dan lambang daerah Aceh 

sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan 

kekhususan Aceh. Ditambahkan pula pada ayat (3,) bendera 

sebagai lambang yang dimaksud bukan merupakan simbol 
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kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedau-

latan di Aceh. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa Aceh 

melalui UU keistimewaannya diperbolehkan untuk menentu-

kan dan memutuskan bendera dan lambang daerahnya sendiri. 

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

secara etis bendera serta lambang Aceh tersebut tidak diper-

bolehkan karena dalam UUD 1945 pasal 35, disebutkan bahwa 

bendera Indonesia adalah bendera merah putih. Kemudian 

dalam UU No. 24 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat (1) dan (2), 

bahwa bendera NKRI adalah bendera merah putih dan lam-

bang negara adalah Garuda Pancasila. Namun tidak disebut-

kan mengenai larangan adanya bendera dan lambang daerah 

yang mencerminkan kekhususan daerah serta sebagai pemer-

satu masyarakat di daerah. Hanya saja, bendera dan lambang 

daerah tentunya tidak bertentangan dengan bendera dan 

lambang negara sebagai simbol kedaulatan.  

Akan tetapi, berdasarkan keistimewaannya, Aceh diperbo-

lehkan untuk menentukan dan mengesahkan bendera dan 

lambang daerah sendiri, dengan syarat bahwa hanya sebagai 

simbol pemersatu dan bukan sebagai simbol kedaulatan Aceh. 

Namun yang menjadi polemik saat ini adalah pengejewantahan 

UU Keistimewaan Aceh tersebut dalam Qanun Aceh Nomor 3 

tahun 201. Bendera dan lambang Aceh yang notabene adalah 

bendera dan lambang yang pernah dipakai oleh Gerakan Aceh 

Merdeka (GAM) selama berkonflik dahulu. 

Polemik saat ini adalah penetapan Qanun tentang bendera 

dan lambang Aceh yang tidak sejalan dengan Peraturan Peme-

rintah Nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah.  Dalam 

pasal 6 ayat (4), desain logo dan bendera daerah tidak boleh 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau  

organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Ne-

gara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga penetapan 

bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka sebagai bendera 
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dan lambang Aceh dalam Qanun tersebut, menurut Peraturan 

Pemerintah tidak diperbolekan (melanggar). Hal ini disebabkan 

karena posisi Qanun berada di bawah peraturan pemerintah 

sehingga tidak boleh melanggar peraturan di atasnya (Kings-

bury, 2006: 78). 

Salah satu penyebab permasalahan Qanun tentang bendera 

dan lambang Aceh ini adalah karena tidak terjalinnya hubu-

ngan ideal antara Parlok dan Parnas. Partai Aceh sebagai Par-

lok yang menguasai 49% kursi (KIP Aceh, 2017: 13) di Parle-

men Aceh, tidak melakukan konsultasi politik dengan Parnas, 

karena merasa sebagai penguasa tunggal parlemen Aceh. Prob-

lematika ini juga meredupkan isu-isu penting pembangunan 

Aceh seperti pemanfaatan dana otonomi khusus (Andirfa, 2016: 

76), peningkatan layanan kesehatan, penyediaan lapangan ker-

ja, peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, pariwi-

sata dan penerapan syariat Islam. 

Akibat yang ditimbulkan kemudian merugikan semua pi-

hak karena periode masa kerja dihabiskan untuk mengurusi 

masalah bendera. Ketiadaan koalisi politik di tingkat nasional 

telah mempersempit ruang gerak Parlok dalam memperjuang-

kan aspirasinya di tingkat nasional. Belajar dari masalah ini, 

untuk kepentingan rakyat di masa depan, perlu ada  regulasi 

khusus dari pemerintah untuk mengatur tentang tata cara 

hubungan ideal antara Parlok dan Parnas di tingkat daerah, 

sehingga prinsip ‘mayoritas menentukan semua’ (majority 

deciding all) bisa diminimalisir (Jeong, 2017: 31-39). 

Pengisian Jabatan Publik: Antara Kepentingan Parpol 

Koalisi dan Kepentingan Rakyat 

Setelah amandemen UUD 1945, terdapat tren positif dima-

na ada beberapa perubahan substansial tentang pola pengisian 

jabatan publik (Noor, 2017: 158). Ada posisi-posisi tertentu 

yang disebutkan secara implisit dalam UUD 1945 tentang tata 

cara rekrutmennya, seperti; Duta, Anggota BPK, Hakim Agung, 

dan Anggota Komisi Yudisial. Tren positif ini juga diperuntuk-

kan beberapa posisi strategis lainnya dalam peraturan per-
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undang-undangan, seperti Anggota Lembaga Sensor Film, Ang-

gota Komisi Pengawas Haji Indonesia, Anggota Komisi Infor-

masi Pusat, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman, 

Pengarah Penanggulangan Bencana, dan lain-lain. Untuk lebih 

jelasnya, posisi tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1 

 Pengisian Jabatan Publik Di Indonesia 

No. Jabatan Ketentuan/Peraturan 

1 Duta  Pasal 13 UUD Tahun 1945  

(1) Presiden mengangkat duta dan 

konsul. 

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presi-

den memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat.*) 

(3) Presiden menerima penempatan duta 

negara lain dengan memperhatikan per-

timbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*) 

2 Anggota BPK  Pasal 23F ayat (1) UUD Tahun 1945 

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Daerah dan 

diresmikan oleh Presiden.***) 

3 Hakim Agung Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945 

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi 

Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rak-

yat untuk mendapatkan persetujuan dan 

selanjutnya ditetapkan sebagai hakim 

agung oleh Presiden. ***) 

UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

Pasal 8 ayat (1) 

(1) Hakim agung ditetapkan oleh Presi-

den dari nama calon yang diajukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

UU No.48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

Pasal 30 ayat (2) 
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(2) Pengangkatan hakim agung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dari nama calon yang diusulkan oleh 

Komisi Yudisial. 

UU No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan 

UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung 

Pasal 8 ayat (1) 

(1)   Hakim agung diangkat oleh Presiden 

dari nama calon yang diajukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

4 Anggota Komisi 

Yudisial 

UUD Tahun 1945Pasal 24B ayat (3) 

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat 

dan diberhentikan oleh Presiden dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

***) 

5 Anggota KPU UU No.15 Tahun 2011 tentang Penye-

lenggara Pemilihan UmumPasal 15 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat memilih 

calon anggota KPU berdasarkan hasil uji 

kelayakan dan kepatutan. 

6 Anggota 

Bawaslu 

Pasal 89 UU No.15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum  

(2)   Dewan Perwakilan Rakyat memilih 

calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil 

uji kelayakan dan kepatutan. 

7 Kepala BIN Pasal 36 UU No.17 Tahun 2011 tentang 

Intelijen 

(1) Kepala Badan Intelijen Negara seba-

gaimana dimaksud dalam Pasal 35 di-

angkat dan diberhentikan oleh Presiden 

setelah mendapat pertimbangan DPR RI. 

8 Anggota Dewan 

Komisioner 

OJK  

Pasal 11 UU No.21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan 

(1) Anggota Dewan Komisioner sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) 

huruf a sampai dengan huruf g dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat berda-

sarkan calon anggota yang diusulkan 

oleh Presiden. 

9 Anggota Baznas Pasal 10 UU No.23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat 

(2) Anggota BAZNAS dari unsur masya-

rakat diangkat oleh Presiden atas usul 

Menteri setelah mendapat pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
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Indonesia. 

10 Dewan 

Pengawas BPJS 

Pasal 30 UU No.24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  

(3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia memilih anggota Dewan Pe-

ngawas yang berasal dari unsur Pekerja, 

unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari 

kerja terhitung sejak tanggal penerima-

an usulan dari Presiden. 

11 Anggota 

Lembaga Sensor 

Film  

Pasal 64 ayat (3) UU No.33 Tahun 2009 

tentang Perfilman  

Anggota lembaga sensor film diangkat 

oleh Presiden setelah berkonsultasi 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

12 Anggota Komisi 

Pengawas Haji 

Indonesia  

Pasal 16 UU No.13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji  

Anggota KPHI diangkat dan diberhen-

tikan oleh Presiden atas usul Menteri 

setelah mendapat pertimbangan DPR. 

13 Anggota Komisi 

Informasi Pusat  

Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) UU No.14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

(1) Calon anggota Komisi Informasi Pu-

sat hasil rekrutmen sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan ke-

pada DPR RI oleh Presiden sejumlah 21 

(dua puluh satu) orang calon. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia memilih anggota Komisi 

Informasi Pusat melalui uji kepatutan 

dan kelayakan. 

(3)   Anggota Komisi Informasi Pusat 

yang telah dipilih oleh DPR RI 

selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. 

14 Ketua, Wakil 

Ketua, dan 

anggota 

Ombudsman 

Pasal 14 UU No.37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia  

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota 

Ombudsman dipilih oleh DPR RI 

berdasarkan calon yang diusulkan oleh 

Presiden. 

15 Pengarah 

Penanggulangan 

Pasal 14 ayat (3) UU No.24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana 
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Bencana (3)   Keanggotaan unsur pengarah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dipilih melalui uji kepatutan 

yang dilakukan oleh DPR RI. 

16 Anggota Dewan 

Energi Nasional 

Pasal 13 ayat (2) UU No.30 Tahun 2007 

tentang Energi 

(2)   Anggota Dewan Energi Nasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (5) huruf b dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

17 Anggota LPSK Pasal 23 ayat (1) UU No.13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

(1)   Anggota LPSK diangkat oleh 

Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

18 Anggota BPK Pasal 14 UU No.15 Tahun 2006 tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan 

(1) Anggota BPK dipilih oleh DPR 

dengan memperhatikan pertimbangan 

DPD. 

19 Gubernur, 

Deputi 

Gubernur 

Senior, dan 

Deputi 

Gubernur BI 

Pasal 41 ayat (1) UU No.3 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas UU No.23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

(1)   Gubernur, Deputi Gubernur Senior, 

dan Deputi Gubernur diusulkan dan 

diangkat oleh Presiden dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

20 Komisi Yudisial  Pasal 27 ayat (1) UU No.22 Tahun 2004 

tentang Komisi Yudisial 

(1)  Anggota Komisi Yudisial diangkat 

oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 

21 Panglima TNI  Pasal 13 ayat (2) UU No.34 Tahun 2004 

tentang Tentara Nasional Indonesia 

(2)   Panglima sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diangkat dan diberhenti-

kan oleh Presiden setelah mendapat 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertaha-

nan Negara 

Pasal 17 ayat (1) 

(1) Presiden mengangkat dan member-

hentikan Panglima setelah mendapat 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

22 Kapolri Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No.2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara RI 

(1)   Kapolri diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 
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(2)   Usul pengangkatan dan pemberhen-

tian Kapolri diajukan oleh Presiden ke-

pada Dewan Perwakilan Rakyat disertai 

dengan alasannya. 

23 Anggota Komisi 

Perlindungan 

Anak 

Pasal 75 ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak 

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

diangkat dan diberhentikan oleh Presi-

den setelah mendapat pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) 

tahun, dan dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

24 Pimpinan KPK  Pasal 30 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan 

Korupsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia berdasarkan calon anggota 

yang diusulkan oleh Presiden Republik 

Indonesia. 

25 Anggota Komisi 

Penyiaran 

Indonesia  

Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU No.32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran 

(2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi atas usul masyarakat melalui 

uji kepatutan dan kelayakan secara 

terbuka. 

(3) Anggota KPI Pusat secara 

administratif ditetapkan oleh Presiden 

atas usul Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan anggota KPI 

Daerah secara administratif ditetapkan 

oleh Gubernur atas usul Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. 

26 Dewan 

Pengawas RRI 

Pasal 14 ayat (5) UU No.32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran 
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dan TVRI  (5)   Dewan pengawas ditetapkan oleh 

Presiden bagi Radio Republik Indonesia 

dan Televisi Republik Indonesia atas 

usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, 

atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran 

Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, setelah melalui uji 

kepatutan dan kelayakan secara terbuka 

atas masukan dari pemerintah dan/atau 

masyarakat. 

27 Kepala Badan 

Pelaksana 

Migas  

Pasal 45 ayat (3) UU No.22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi 

(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat 

dan diberhentikan oleh Presiden setelah 

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dan dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Presiden. 

28 Ketua dan 

Anggota Komite 

Badan Pengatur 

Migas  

Pasal 47 ayat (3) UU No.22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi 

(3) Ketua dan anggota Komite Badan 

Pengatur sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden setelah mendapat persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

29 Hakim Adhoc 

MA  

Pasal 33 ayat (4) UU No.26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung 

diangkat oleh Presiden selaku Kepala 

Negara atas usulan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 

30 Anggota 

Komnas HAM 

Pasal 83 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 

(1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 

(tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia berdasarkan usulan Komnas 

HAM dan diresmikan oleh Presiden 

selaku Kepala Negara 
Sumber: http://setkab.go.id/kewenangan-pengangkatan-pejabat-sejak-era-

reformasi/ 

Dari tabel di atas, bisa dianalisa bahwa peran presiden 

selaku eksekutif terlihat sangat dominan, sehingga pengisian 

jabatan publik di tingkat nasional, khususnya jabatan seting-

kat menteri serta posisi strategis lainnya, diisi oleh Parnas 
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yang berkoalisi dengan partai pemenang pemilu. Justifikasi 

kebijakan ini dilakukan dengan argumen alasan menstabilkan 

kekuatan politik khususnya di parlemen, dan untuk memini-

malisir kekuatan oposisi. Pengisian jabatan publik ini terka-

dang memang diisi oleh para ahli di bidangnya, akan tetapi 

tidak jarang juga diisi hanya sebagai pemenuhan jabatan 

anggota koalisi. Dengan kata lain, semua anggota koalisi ‘wajib’ 

mendapat satu posisi menteri, selebihnya baru diserahkan 

kepada orang lain. 

Pengisian jabatan publik seperti di atas, mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Diantara kelebihan-

nya adalah pola penunjukan lebih cepat sehingga makin mem-

percepat program kerja yang telah disusun, serta menghemat 

anggaran untuk proses seleksi pejabat publik. Akan tetapi pola 

penunjukan seperti ini juga mempunyai kekurangan mendasar, 

apabila pejabat publik yang ditunjuk sama sekali tidak paham 

bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini diperparah 

apabila dia tidak mengetahui masalah teknis pelaksanaan 

dalam tataran umum. Akibat yang ditimbulkan adalah, meru-

gikan program-program yang telah dirancang sebelumnya, bah-

kan lebih fatal lagi korupsi terencana yang telah diatur bawa-

hannya (Yahya, 2016: 286-329). 

Fenomena pengisian jabatan publik yang terjadi di tingkat 

nasional, juga melanda tingkat provinsi. Perbedaannya hanya 

masalah tempat saja. Apabila di tingkat nasional, jabatan pub-

lik yang menjadi incaran adalah Kementerian dan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan di tingkat provinsi 

terjadi di level kepala dinas dan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). Apabila diamati, tata cara perekrutannya hampir 

memiliki pola yang sama. Di provinsi yang mempunyai Parlok 

dan memenangi pemilu, para petinggi Parlok yang akan 

memutuskan pejabat publik yang akan dipilih tanpa proses 

seleksi dan uji kompetensi. Dalam situasi seperti ini, pergan-

tian dan mutasi pejabat publik dapat berlangsung dengan cepat 

(Kompas, 2017).  
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Dari beberapa regulasi yang ada, proses rekrutmen pejabat 

struktural di tingkat provinsi memang sangat terikat dengan 

aturan yang diatur dalam kepegawaian (Peraturan Pemerin-

tah, 2003). Dimana pada posisi tertentu hanya boleh diisi oleh 

seseorang dengan pangkat dan golongan tertentu. Sehingga 

dalam situasi ketiadaan sumber daya yang memenuhi pangkat 

dan golongan, pejabat daerah dihadapkan pada posisi sulit 

karena harus memilih pejabat yang kapasitas kinerjanya belum 

teruji, namun karena pangkat dan golongannya sudah meme-

nuhi syarat maka harus dipilih. Situasi seperti ini rentan terja-

di pada kabupaten atau provinsi pemekaran. Untuk menyiasati 

kondisi ini, seharusnya pejabat publik berkinerja bagus, bisa 

saja didatangkan dari daerah lain dengan tetap mengedepan-

kan uji kelayakan bagi para calon. 

Kondisi di atas tidak selamanya terjadi, karena sifatnya 

hanya situasional saja. Dalam situasi munculnya beberapa ca-

lon pejabat potensial, perlu dilakukan uji kelayakan dengan 

melihat rekam jejak para calon. Oleh karena itu, diperlukan 

regulasi khusus untuk mengatur tata kelola pemerintahan di 

tingkat provinsi khususnya tentang pemilihan pejabat publik, 

termasuk di dalamnya pengaturan tentang batasan keterliba-

tan Parlok dan Parnas dalam pemilihan pejabat publik di 

tingkat provinsi. 

Pengalaman Partai Politik Lokal di Jerman 

Dengan pendekatan comparative constitutional law, penulis 

mengambil negara Jerman sebagai salah satu sampel riset. 

Alasan pemilihan Jerman dikarenakan secara personal penulis 

pernah melakukan kunjungan belajar (study visit) di beberapa 

kota di Jerman, seperti Göttingen, Frankfurt, Berlin sebagai 

lokasi DPR Jerman, dan Karlsruhe sebagai kota Mahkamah 

Konstitusi Jerman. Di samping itu, pertumbuhan dan perkem-

bangan Parlok di beberapa negara bagian di Jerman tumbuh 

sangat pesat, dengan membawa ideologi dan idealisme masing-

masing (Hochstadt, 2016: 657-682). 
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Pada tahun 2017, Jerman mengadopsi sistem multi partai 

(Beck, 2016: 321-348). Bundestag (DPR-nya Jerman) memiliki 

14 partai nasional yang berhasil mengirimkan utusannya. 

Partai Christlich Demokratische Union Deutschlands (Uni 

Demokratik Kristen Jerman) yang saat ini dipimpin oleh 

Angela Markel, mendapatkan suara mayoritas pada pemilu 

2013. Diantara 14 partai tersebut, ada satu partai unik dengan 

nama Piratenpartei Deutschland (Partai Bajak Laut Jerman), 

berideologi Pirate politics dan Social liberalism yang saat ini 

dipimpin oleh Stefan Körner (Baldini, 2016: 181). 

Disamping memiliki partai nasional, Jerman juga meng-

adopsi sistem partai lokal yang tersebar di beberapa negara 

bagian. Seperti parlok Südschleswigscher Wählerverband di 

negara bagian Schleswig-Holstein, Bürger in Wut di negara 

bagian Bremen, Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / 

Freie Wähler di negara bagian Brandenburg. Parlok-parlok di 

negara bagian tersebut, sebagaimana tercatat dari hasil 

pemilu, tidak pernah memenangi pemilu di negara bagiannya. 

Jumlah kursi yang dimilikinya di parlemen negara bagian pun 

sangat minim, berkisar antara 1 sampai 3 kursi. Kenyataan ini 

dikarenakan sulitnya menarik simpati pemilih yang pada 

umumnya sangat loyal dengan Parnas bersuara dominan, 

seperti Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), dan Christlich-

Soziale Union in Bayern (CSU) (Tosun, 2016: 177-200). 

Dengan fakta tersebut, menyulitkan Parlok di daerah 

tersebut untuk melakukan tawar-menawar dalam jabatan-

jabatan publik tertentu, apalagi untuk jabatan penting seperti 

walikota atau Gubernur. Dari fakta ini, penulis menganalisis 

bahwa posisi jabatan publik di negara-negara bagian tersebut 

dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung oleh partai 

pemenang pemilu di negara bagian tersebut.  

Dalam konteks kehidupan bernegara di Jerman, hal ini 

dimungkinkan karena kehidupan bernegaranya sudah berjalan 

dengan mekanisme check and balances yang telah teruji 
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puluhan tahun. Sehingga peluang terjadinya penyimpangan 

dalam bentuk penyalahgunaan wewenang sangat kecil ke-

mungkinannya untuk terjadi. 

Berdasarkan fakta ini, terlihat bahwa keberadaan Parlok 

hanya sebagai perwujudan kebebasan berserikat, berkumpul, 

dan berpolitik sebagaimana diatur dalam konstitusi Jerman. 

Karena di Jerman tidak menganut sistem winner take all 

(pemenang mengambil seluruh suara) (Attewell, 2001: 267-

295), sebagaimana berlaku di Amerika Hal ini menyebabkan 

Parlok dapat berkembang dengan subur dan suara demokrasi 

politik dapat disalurkan melalui Parlok-parlok tersebut. Ber-

beda halnya di Amerika, parlok-parlok tersebut bisa hilang 

dengan cepat dengan sistem winner taking all, dimana seluruh 

suara-suara partai kecil akan diambil oleh partai-partai besar, 

seperti Republik dan Demokrat, sebagai langganan pemenang 

pemilu (Balliet, 2016: 38). 

Kesimpulan  

Terminologi ‘ideal’ mempunyai beragam standar dan pers-

pektif, sehingga sulit untuk menarik suatu tolak ukur untuk 

menyatakan sesuatu itu ideal atau tidak. Namun demikian, 

berdasarkan kajian kepustakaan dan pendekatan black-letter 

law, penulis berargumen bahwa terminologi ‘ideal’ dalam 

konteks hubungan antara Parnas dan Parlok untuk pemenu-

han jabatan publik adalah adanya kepastian hukum dan 

ketaatan hukum terhadap suatu konsensus yang telah disepa-

kati dalam penentuan jabatan publik. 

Dalam pendekatan konstitutional, memang ada beberapa 

jabatan publik yang telah diatur dalam UUD 1945 dan dalam 

peraturan perundang-undangan lainnya. Kita juga sudah 

menemukan pasal tentang peraturan kepegawaian, dengan 

memperhatikan pangkat dan golongan tertentu untuk dapat 

diangkat dalam posisi tertentu. Namun demikian, pengaturan 

tersebut sifatnya masih bersifat umum dan masih diperlukan 

pengaturan-pengaturan khusus untuk pengangkatan pejabat-

pejabat publik di tingkat provinsi dan kabupaten. Sebagian 
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provinsi melakukan sistem uji kelayakan dengan sejumlah 

ujian tertentu, tetapi masih ada juga daerah-daerah yang lain 

melakukan sistem penunjukan langsung. 

Untuk keseragaman dan konsistensi, diperlukan regulasi 

dalam masalah jabatan publik di daerah, sehingga prinsip 

sophronizing person for sophronizing position (orang tepat 

untuk posisi yang tepat) dapat terwujud, dengan mengedepan-

kan prinsip-prinsip profesional, moral-religi, dan tentunya ber-

sih dari korupsi. 

Disamping itu, ada pekerjaan rumah yang tak kalah pen-

tingnya bagi sistem Parlok di Indonesia, seperti peningkatan 

pemahaman tentang sistem perpolitikan Indonesia, asas taat 

hukum, mekanisme penyelesaian konflik partai, dan pendi-

dikan politik sehat. Hal ini diperlukan mengingat usia sistem 

parlok di Indonesia sangat muda. Permasalahan lainnya ada-

lah sistem pangawasan Parlok yang selama ini dilakukan oleh 

Gubernur. Sistem pengawasan seperti ini berpotensi membuat 

Parlok sulit berkembang, karena pengawasan dari Gubernur 

bisa sangat subjektif, apalagi bagi Parlok yang bukan koalisi 

dari Gubernur yang berkuasa. 
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